penduduk (BPS, 2020) dan. .

desentralisasi guna mengurangi kemiskinan. Dengan adanya kebijakan baru dari
pusal mengenai desentralisasi maka otoritas deerah seperti Gubernur Jawa barat
bisa menentukan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh (APBD)



karena kondisi perekonomian setiap daerah yang berbeda yang membuat kebijakan
desentralisasi ini bisa optimal.

Dalam kebijakan desentralisasi pemernintahan Jawa Barat membuat
beberapa strategi optimal guna mengurangi tingkat kemiskinan di daerah ini seperti
level miskin ekstrim diberi daya hidup dengan bantuan keuangan dan bantuan
sosial, level miskin fengnh dmw pembukaan lopangan kerja via
investasi danpenguatan UMKM du: yang lerakhir level miskin atas dilatih
wirausalia dan diberi modal usaha (Ridwan Kamil melalui Peraturan Gubernur,
2021). Dengan banyaknya kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat

diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di daerah ini.

Mengacu pada definisi kemiskinan, menurut Amalia (2014) besamya
kemiskinan sebenarnya dupat ditkur dengan tanpa mengacu pada garis kemiskinan
(poverfine). Mﬁ@kuﬂ hipotesis Kuzmets, pada ahap awal proses pembangunan
tingkat kemiskinan cenderung meningkat din pada sast mendekati tabap akhir
pembangunan ckonomi jumish orang miskin hﬂnnmﬂerkumg sehingpa
bm.mwmm padn garis kemiskinan, indeks kedalaman
kemiskinan, dan indeks keparmhan kemiskinan, yang secars umum didasarkan oleh
harga kebutuhan bahan pukok dan penge-h:amn atas barang dan jasa yang
dikonsumsi oleh penduduk. Dengan sifal kemiskinan vang fluktustif maka bisa
dijadikan pedoman acuan kebijakan untuk dipilih oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Barat. Berikut 1alah data kemiskinan di Provinsi Jawa Barat,
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Gambar 1.1 Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat darl tahun 20017-2022

Berdasarkan grafik diatus dapat diketahui bahwa nilai kemiskinan dari Provinsi
Tawa Barat fingkal persentase kemiskinan sempat turun drastis pada tabun 2019
mencapai 6,91%. Hal ini menandakan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dalam menurumkan penduduk miskin di daerah ini. Hal ini tidak berlangsung lama
karena pmlmmmﬁm di Jowa Barat sempat memburuk pada sast pandemi covid-
19 vang membuat persentase penduduk miskin di Jawa Bamt naik kembali menuju
angka 8 40% pada tabun 2021 dan sudsh menurin kembali ke angka §.06% pada
tahun 2022 dengan kebijakan baru vang diciptakan oleh Pemprov Jawa Barat. Hasil
ini yang membuat kemiskinan di Jaws Baral berhasil menempati peringkat ke-15
secara nasional (BPS, 2022).



Kemiskinan selurub Provinsi di Indonesia

] 1oy
0%

BEHS
5PN
A%
FN.

T0P

F

T S3iiERsssrcsic
e g'ﬂiﬁ%"ﬁigisﬁﬁ%
- £ %

‘Sumber data: Badon Pusat Statistik Jawa Barat
‘Gambar 1.2 Angka Kemiskinan di Seluruh Provins! Indonesta di tahun
2022

Kemiskinan ini bisa terjodi karenn beberapa faktor seperti angka
m‘gmﬂn indeks pengeluamn. Angka Wuugm merupakan
pufmdmgun penduduk vsia produktif dan nunpmdui‘;ﬂ”ﬁﬁmm i:hﬂh (2023),
dinamika kependudukan dirasa kurang apabila hanya melibat dari jumah penduduk
saja mwmmm penduduk disnom wilayah sehingga
dopat melihit kondisi penduduknyn. Semakin tinggi persentase rasio angka
keterganiungan maka semakin tinggi juga beban yang harus ditanggung penduduk
yang produktifuntuk membiayai penduduk yang belum dan tidak produktif. Berkut

adalah data angka ketergantungan Provinsi Jawa Barat,
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Gambar 1.3 Angka Ketergantungan di Provins! Jawa Barat darl tahun
2017-2022

Berdasarkan dori grafik distas mengenai angka ketergantungan dapat ﬂilihnt
Balwa tahun 2017 angka ketergantungsn mencupai 47% yang berarti dari total 100
omng usiz produktif terdapat sekitar 47 orang dengan usia oon produktif
Sedangkan angka fersebut menurun drastis pada tahun 2022 yang angka
ketergantungan hmylﬁillrﬂﬂ)mﬂg berarti dari total 100 orang usia produktif
terdapat sekitar 427 orang usia yong non produktif Hasil penelitian ini sesum
peneltian sebelumnya oleh Qulub (2023) yang menystakan bahwa rasio angka
ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Rasio angka
ketergantungan berdampak pada kemampuan masyerakat dalam memenuhi
kebutuhan pokok Hal ini dikarenakon banvak masyaraknat vang produktif harus
menanggulangi usia vang non produktif. Angka ketergantungan yang tinggi atau

rendah bisa dijadikan pedoman bagmmana perckonomian pada suatu daerah

(¥



tersebut berjalan dengan baik atau tidok begitu pula demgan adonyo indeks
pengeludran.

Indeks pengeluaran menunjukkan seberapa besar pengeluaran pemerintah
khususnya di wilayah Jawa Barat. Semakin tinggi nyva indeks pengeluaran maka
bisa dilihat bahwa perekonomian tersebut berjalan dengan baik dan begitu pula
sebaliknya. Indeks pengéluaran juga bisa menjadi salah satu faktor utama untuk
melihat apakah perekonominn di suatu daersh itu berkembang atau tidak karena
bisa menjadi pedoman kebijakan yane akan dikeluarkin ofeh pemerintah daerah.
Berikut merupakan data indeks pengeluaran di Provinsi Jawa Barat,
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Gambar 1.4 Indeks pengeluaran dif Provinsi Jawa Barat darl tahun 2007-
2022
Bisa dilihat dan grafik diatas menunjukkan bahwa pengelusran pemerintah
terus bertambah hingga 73% pada tahun 2022 untuk menanggulangi permasalahan

vang sedang terjodi di wilayah Jawa Barat. Hal ini jugs termasuk dalam



menanggulangi tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Diharapkan dengan
meningkatnya tingkg! pengeluaran pemernintah dapal mengurangi kemiskinan yvang
sedang terjadi di wilayah Jawa Barat ini.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga tidak lepas dori jumlah pengeluaran
pemerintah yang dikeluarkan oleh pemenmiah daemh. Pengeluaran pemerintah
terus natk dari tabwm ke tohun thgan ]umpm akan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakal dan menurunkon tingkat kemiskinan. Pengeluaran
pemerintah harus tllﬁhﬂ.ihrim SA5ArAN dnlum-pmgé}maperti hantuan
langsung tunsi bagi masyarakat yang membutuhkin atatt bantuan pembuatan IKM-
1KM unfuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Kemiskinan yang saat ini masih banyak dialami oleh worga Jawa Barot diduga
aleh nhmaﬁ#m ketergantungan dan juga pengeluaran masywafmtjmgmasm
Iﬁdemg.w;"\hfnhupun dengan meningkatnya indeks pengeluaran dan tahun
ke tahun semakin tinggi yang berarti perekonomian di daerah Jawa Barat terus
berkembang, akan tetopi hal ini juga bisa berakibatkan buruk jik vidak diikuti oleh
dihu&tmhiwm-dm Hkmmﬂnpklgﬁﬁlkﬂn kemniskinan yang
bertambah lagi di kemudian hari, Oleh ismi*iw,m tertarik untuk mengkaji
penelition tentang penga.mh angka ketergantungan dan indeks pengeluaran terhadap

kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang distas, penelitian ini mencoba menganalisis



|. Bagaimana pengaruh angka ketergantungan terhadap kemiskinan
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat?

2. Bagaimana pengaruh indeks pengeluaran terhadap kemiskinan kabupaten/kota
di Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penclitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literasi bagi
mahasiswa terkait pengaruh angka ketergantungan. indeks pengeluaran
terhadap kemiskinan
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